BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diajukan kesimpulan
penelitian sebagai berikut:

1. Pengaturan hak tradisional masyarakat hukum adat didasarkan pada
Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum
Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Pengaturan pengangkatan anak sendiri, pada peraturan perundang-
undangan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,
dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 Tentang
Persyaratan Pengangkatan Anak. Pada keseluruhan peraturan -
perundang-undangan tersebut, dengan menggunakan penafsiran
sistematis, maka ditemukan bahwa terdapat pengangkatan anak
dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau
secara adat. Jika dilakukan secara adat, berdasarkan penafsiran
gramatikal terhadap ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka pengangkatan anak
berdasarkan adat kebiasaan tersebut dapat dimintakan penetapan
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pengadilan. Sehingga pengaturan hak tradisional masyarakat hukum
adat dikaitkan dengan  pengangkatan anak dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia dapat terlihat dengan diakuinya
pengangkatan anak secara adat.

Pada saat ini, belum terdapat sinkronisasi peraturan antara
pengaturan hak tradisional dengan pengaturan pengangkatan anak.
Hal ini dapat terlihat pada terdapatnya beberapa aturan dalam Pasal
yang mengatur syarat-syarat pengangkatan anak yang bertentangan
dengan hak tradisional masyarakat hukum adat. Misalkan aturan
mengenai perlu dipenuhinya kesamaan agama antara anak angkat
dengan calon orang tua angkat dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang
dapat bertentangan dengan hak tradisional untuk menganut
kepercayaan selain agama yang sudah ditetapkan pemerintah.
Contoh lainnya adalah mengenai pengaturan berdasarkan Pasal 17
Butir ¢ Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 bahwa
Pengangkatan Anak secara adat dapat dimohonkan penetapan
pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adanya aturan tersebut, dengan menggunakan penafsiran gramatikal
menjadikan bahwa pengangkatan anak secara adat pada dasarnya
tidak memperoleh status hukum dan kepastian hukum sesuai
peraturan perundang-undangan jika tidak mendapatkan penetapan
pengadilan. Hal ini menjadikan hak untuk menjalankan tradisi
pengangkatan anak menjadi tidak diakui karena di mata hukum,
selama belum mendapatkan penetapan pengadilan, maka
pengangkatan anak tersebut tidak mengubah status anak dan tidak
memiliki kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu, maka masih terdapat

ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan tentang
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pengangkatan anak dengan hak tradisional dari masyarakat hukum
adat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan Penelitian, maka dapat diajukan

beberapa saran Penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pejabat pembuat peraturan untuk lebih
memperhatikan pengakuan hak tradisional masyarakat
hukum adat dalam peraturan perundang-undangan nasional.

2. Disarankan kepada pejabat pembuat aturan perundang-
undangan untuk membuat secara terpisah peraturan
pelaksana pengangkatan anak secara dat dan bagaimana
proses pendokumentasiannya yang selaras dengan hak
tradisional dari masyarakat hukum adat.

3. Disarankan kepada pejabat pembuat untuk memperbaiki
peraturan pengangkatan anak yang sudah ada karena terdapat
beberapa Pasal yang tidak sinkron dengan pengakuan hak
tradisional masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam
Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 seperti Pasal-Pasal berikut:

a. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak dapat menimbulkan ketidaksinkronan karena untuk
melakukan  pengangkatan anak, perlu dilakukan
berdasarkan adat kebiasaan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Disarankan untuk mengubah
rumusan menjadi untuk melakukan pengangkatan anak,
perlu dilakukan berdasarkan adat kebiasaan atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak mengenai antara calon orang tua angkat dan calon
anak angkat harus memiliki agam yang sama. Lebih baik
rumusan Pasal tersebut diubah sehingga memungkinkan
untuk pengangkatan anak yang dilakukan secara adat
dapat menyimpangi ketentuan tersebut.
Disarankan bagi hakim untuk lebih menggali dan lebih
mengenai hak-hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat
hukum adat sehingga lebih banyak dihasilkan putusan yang
mengakui hak tradisional dari masyarakat hukum adat sesuai
dengan ketentuan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945.
Disarankan bagi para pemangku kepentingan untuk lebih
mengakui dan menghormati hak dari masyarakat hukum adat
dengan membuat peraturan yang berpihak kepada
masyarakat hukum adat dengan cara membuat peraturan
yang mampu meningkatkan kemampuan bersaing masyarakat
sekaligus mengakui hak-hak tradisional yang dimiliki oleh
masyarakat hukum adat, misalkan dengan memberikan
Pendidikan dan pelatihan usaha kerajinan yang dimiliki oleh
masyarakat hukum adat dan lain sebagainya.
Disarankan kepada pemerintah untuk mengembangkan suatu
sistem yang memberikan kepastian hukum kepada
masyarakat hukum adat.
Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih
melakukan tinjauan mengenai Hak Tradisional Masyarakat
Hukum Adat dalam bidang hukum lainnya seperti misalkan
dalam bidang hukum pidana, bidang hukum ketatanegaraan
dan lainnya.
Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih
lanjut mengenai batasan-batasan dari hak tradisional
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masyarakat hukum adat dalam bidang-bidang lain seperti
dalam bidang hukum pidana, tata negara dan lain sebagainya.
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